
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomqr 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

bahwa untuk memungut retribusi jasa usaha penggunaan 
peralatan dan/ atau laboratorium di Unit Pelaksana Teknis 
Laboratorium Lingkungan untuk pelayanan pengujian 
parameter kualitas lingkungan sesuai Peraturan Daerah Kota 
Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha maka perlu diatur dengan Peraturan 
Wali Kota; 

WALi KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang: 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

DI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN 

TENTANG 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

DERITA DAERAH KOTA CIMAHI 



1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingk.ungan Hidup. , 
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya 

disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis 
pada __ Di!;!:as Lingkungan Hidup Kota Cimahi yang melaksanakan 

/ <, . ' 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI UNIT PELAKSANA 
TEKN1S LABORATORIUM LINGKUNGAN. 

MEMUTUSKAN : . 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan; 

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kata 
Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 seri C) sebaga:imana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Cimahi Norn.or 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 
U saha (Lembaran Daerah Kot.a Cimahi Tahun 201 7 Nomor 
213); 



6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang 
selanjutnya disebut Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Cimahi. 
8. Wilayah Pemungutan adalah seluruh wilayah daerah Kota Cimahi. 
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang k:husus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, faailitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Bad.an. 

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komeraial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investas.i kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

13. Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah adalah retribusi atas 
pemakaian kekayaan daerah. 

14. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 

15. Laboratorium adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan dan 
kewenangan untuk melaksanakan pengujian parameter kualitas 
lingkungan [fisika, kimia dan biologi], yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah. 

16. Pengujian adalah kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk 
memeriksa/mengetahui/menentukan kandungan suatu zat dalam 
contoh uji dengan tujuan tertentu. 

17. Contoh uji adalah contoh berupa air, udara dan/ atau padatan yang 
akan diperiksa/ diketahui/ ditentukan kandungan zat tertentu melalui 
pengujian fisika, kimia dan/ atau biologi. 

18. Parameter uji adalah kandungan zat fisika, kimia dan/ atau biologi 
tertentu dalam contoh uji yang akan dilakukan pengujian. 

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi a tau bad an yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

I tertentu. 
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
nerizi'Tfan-rertent.u dari Pemerirrtah ni:u~r~h v:::n1p- llf~r~nuk11fan 



Tujuan dari Peraturan Wall Kota ini agar tercipta tertib administrasi dan 
tertib pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan' 
daerah di UPT Laboratorium Lingkungan. 

Pasal 3 

Maksud dari Peraturan W ali Kota ini adalah untuk mengatur tata cara 
pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan 
daerah di UPT Laboratorium Lingkungan. 

BABU 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunj uk oleh 
Wali Kota. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

23. Surat Ket.eta.pan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang rnenentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi 
administratif berupa uang dan/ atau denda. 

,_,. 25. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan 
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi 
kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

26-. Surat Tanda Setoran, _yang selanjutnya disingkat STS adalah surat 
untuk melakukan penyetoran hasil penerimaan retribusi ke rekening 
Kas Daerah. 

27. Izin Usaha Mikro adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
Kota Cimahi untuk pelaku usaha dengan modal u saha sampai dengan 
Rp. 50.000.000,00. 

28. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas . 
Lingkungan Hidup. 

29. Petugas pemungut adalah pegawai yang diberi kewenangan untuk 
memungut retribusi. 



(1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pelayanan pengujian contoh 
uji. 

(2) Pengujian contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
dengan menguji parameter uji sesuai permohonan pelanggan. 

(3) Sebelum melakukan pengujian, parameter uji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan melalui kaji ulang permintaan. 

I 
(4) Hasil kaji u1ang permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menentukan dasar pengenaan tarif. 

Bagian Kedua 
Pemungutan Retribusi di UPT Laboratorium Lingkungan 

Pasal 6 

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan. Daerah sebagaimana dimaksud pada 
pasal 4 ayat (2) meliputi penggunaan peralatan dan/atau laboratorium 
untuk pelayanan pengujian parameter kualitas air, udara ambient, emisi 
gas buang sumber tidak bergerak, limbah padat dan limbah bahan 
berbahaya beracun. 

Pasal 5 

( 1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang 
dikelola atau dimiliki oleh Pernerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pemakaian kekayaan daerah, berupa penggunaan peralatan dan/atau 
laboratorium di VPT Laboratorium Lingkungan untuk pelayanan 
pengujian parameter kualitas lingkungan. 

(3) Besaran tarif retribusi penggunaan peralatan dan/ atau laboratorium 
di UPT Laboratorium Lingkungan untuk pelayanan pengujian 
parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sesuai dengan tarif yang tercantum pada Lampiran I Peraturan 
Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ata.s 
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Usaha. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 

Umum 

BABID 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 



(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 
Wall Kota atas kelebihan pembayaran retribusi. 

(2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikarr 
keputusan. 

Pasal 9 

(1) Retribusi terutang dipungut menggunakan STRD. 

(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat 
Teguran. 

(3) STRD sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) yang diterbitkan oleh Wali 
Kota yang kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Dinas .. 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(5) Wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran. 

(6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh 
Kepala Dinas. 

Pasal 8 

(1) Tarif yang dipungut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
da1am Pasal 6 ayat (4). 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 

(3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

(4) Retribusi dipungut setelah wajib retribusi menerima pelayanan dan 
selanjutnya diberi tanda terima berupa SKRD. 

(5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut oleh petugas 
pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas. 

(6} Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya 
menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto ke 
Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan 
melampirkan SSRD. 

(7) Bentuk SSRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 7 



, 

(1) Wali Kota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat 
mernberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi. 

(2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
masyarakat dan pelaku usaha mikro. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat 
tidak mampu, pengelola air bersih milik pemerintah dan masyarakat 
yang hendak melaporkan dugaan pencemaran Iingkungan. 

(4) Pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
pelaku usaha yang memiliki Izin Usaha Mikro. 

(5} Tata cara pernberian keringanan, pengurangan atau pembebasan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut: 

a. wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis 
kepada Wa1i Kota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 
(sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD; 

b. Wali Kota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus 
memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan; 

c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dapat berupa menerima atau menolak; 

d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah 
terlampaui dan tidak memberikan keputusan, rnaka permohonan 
tersebut dianggap dikabulkan. 

,.__ __ 

Pasal 10 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} telah 
terlampaui dan Wali Kota tidak memberikan keputusan, permohonan 
pengembalian pern bayaran retribusi dianggap dikabulkan dan 
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi 
terse but. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (]) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 



, 

Diundangkan di Cimahi 
P<:l..\~t.::t:t:~"~·al \ t; ~ e Qr v ~ r 1 20 \ i 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

Ditetapkan di Cimahi 

pada tanggal ltj fe\,rua~~ ~\g 

WALi KOTA CIMAHI, 

Peraturan Walt Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Cirnahi. 

Pasal 12 

BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

(1) Bendahara Penerirnaan menyetorkan seluruh basil penerimaan 
retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS. 

(2) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran Peraturan W ali Kota ini. 

(3) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerirnaan retribusi 
secara bruto ke Kas daerah paling lambat 1 (satu) x hari kerja. 

Bagian Ketiga 
Penyetoran Retribusi Ke Kas Daerah 

Pasal 11 



) 

Cimahi, 20 1 

Yang Menerima, 

Nama : Dinas Lingkungan Hidup Kata Cimahi 
Alamat : JI. Rd.Demang Hardjakusumah 
NPWRD: 

No. SKRD: 

TANDA TERIMA 

( ,,,..--- .... 

............................................................................ ,,. . ____________ .... --· 

-- 
(.IM AH I SKRD No. Urut 
~ 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CJMAHI 
DINAS UNGKUNGAN HIOUP (Surat Ketetapan Retrlbusl Daerah) • Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Masa Retribusi 

CIMAHI Tahun ---1 : 
-- - - - Nam a Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi 

Ala mat JI. Rd. Demang Hardjakusumah 
NPWRD 
Tgl. Jatuh Tempo 
Kade Rekening 
Jenis Retrlbusl 

- . 
No JeniS Sampel Jumlah Sampel I". Parameter Uji Tarif Uji Per Parameter ! 

_(Rp) I JUMLAH (Rp) 
-~- . -- - . 

~-- - - 

I Jumlah Keseluruhan . 
--- . 

-- . 
Dengan Huruf 

PERHATIAN 
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Petugas Pemungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) inl, 
2. Apabila SKRD iru tldak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima, maka 

dikenakan sanksi administrasi beruoa bunoa sebesar 2% oer bulan. - - 
Cimahi, 20 

KEPAUI DINAS LJNGKUNGAN HIDUP 
KOTAOMAHI 

............................................... 
- NIP ........................................ 

I. BENTUK DAN ISi SKRD RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 
DAERAH BERUPA PENGGUNAAN PERALATAN DAN/ATAU 
LABORATORIUM DI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM 
LING KUN GAN 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR : 7 TAHUN 2018 
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
JASA USAHA PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH DI UNIT 
PELAKSANA TEKNIS 
LABORATORIUMLINGKUNGAN 



, 

CIMA.HI SSRD No. Urut 
~ 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 
DINAS UNGKUNGAN HIDUP (Surat Setoran Retribusl daerah) e JI. Rd. Demang HarclJakusumah Masa Retribusi : 

CIMAHI Tahun : i •. I Nama Dinas Ungkungan Hidup Kota Omahi I Alamat : JI. Rd. Demang Hardjakusumah 
NPWRD 
Dasar Setoran 

DsKRD O Tanda Bukti Pembayaran 

D STIID D Karels 

KODE REKENING JENIS RETRIBUSI DAERAH 

I F I G I H I I I J JUMLAH (Rp) 
--·-·" 

I l I I - -·--- - ·-· 
-- 

- Jumlah Keseluruhan - -- 
- Dengan Huruf 

Ruang untuk Teraan Kas I Diterima oleh 
Register{Tanda Tangan Petugas l Tanggal 

Petugas Tempat Pembayaran Penyetor 
Pene.rima 

I 
I Tanda Tangan ' Nama Terang 

- . 

-· .. --- 

II. BENTUK DAN ISi SSRD RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN 
DAERAH BERUPA PENGGUNAAN PERALATAN DAN/ATAU 
LABORATORIUM DI UNIT PELAKSANA TEKBIS LABORATORIUM 
LINGKUNGAN 



, 
BERITA DAERAH KOTA ClMAHI TAHUN 2018 NOMOR l1s- ' 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal l«; 't=('.~ir1.1~.~ ;2.0\~ 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,,' 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

WALi KOTA CIMAHI, 

(Nama lengkap) 
NIP .. 

(tanda tangan) 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerirnaan Pembantu 

Uang tersebut diterima pada tanggal 

Jumlilh 

JUMI.AH (Rp) URAIAN RIHCIAN OBVU NO 

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: 

( ···-· - - - - -, - - ) 
Harap dite.ima uang sebesar 
{detigan huruf) 

Untuk 

No. Rekening : 0230270000025 
: Bank BJB Bank srs No. 

PEMERINTAH DAERAH KOTACIMAHI 
SURAT TANDA SETORAN 

(STS) 

Ct MA tf I 

III. BENTUK DAN ISi SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA PENGGUNAAN 
PERALATAN DAN/ATAU LABORATORIUM DI UNIT PELAKSANA 
TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN 


